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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
1. Perlindungan Hukum Pasien 
a. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 
dan ekonomis dengan tujuan untuk mensuskseskan pembangunan kesehatan 
dengan tujuan mencapai derajat kesehatan yang optimal.  
b. Upaya kesehatan perorangan selalu terdapat hubungan segitiga antara orang 
sakit yang diberi nama pasien di satu sisi, dengan tenaga kesehatan dan 
sarana kesehatan di sisi lain, dapat dikatakan merupakan suatu upaya yang 
memiliki pertanggungjawaban secara moral maupun hukum, mengingat 
sekecil apapun setiap tindakan medik, dapat memberikan dampak 
terjadinyanya resiko medik. 
c. Tujuan dari upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara 
terus menerus dengan resiko medik sekecil-kecilnya, agar manusia-manusia 
yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan yang holistik, dapat hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga pelaksanaan dari hak dan 
kewajiban masing-masing sangat penting artinya. 
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya 
kesehatan perorangan sudah diatur dengan tegas dalam peraturan 
perundang-undangan berdasarkan asas-asas yang ditentukan untuk mencapai 
 106 
 
tujuan kesehatan yakni pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat 
kesehatan yang optimal. 
e. Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan berupa jasa 
pelayanan kesehatan dari pemberi jasa pelayanan kesehatan selalu dalam 
keadaan sakit, awam dan dalam posisi yang lebih lemah, sehingga 
memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan. 
f. Perlindungan hukum pasien akan selalu berkaitan dengan makna kesehatan 
yakni diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan perorangan dengan 
cita-cita mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang secara yuridis 
selalu berkaitan dengan proses mempertahankan hak dan kewajiban di 
antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.  
g. Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam mempertahankan hak 
dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan hukum pasien harus 
dilakukan berdasarkan suatu keserasian dan kesetaraan untuk mencapai 
hubungan yang harmonis, aman dan bertanggung jawab. 
h. Perlindungan Hukum Pasien berkaitan dengan keselamatan pasien dalam 
menerima jasa pelayanan kesehatan dari pemberi jasa pelayanan kesehatan, 
sehingga dengan diaturnya secara hukum tentang keselamatan pasien pada 
aspek perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.  
i. Perlindungan Pasien berdasarkan Peraturan tentang Keselamatan Pasien, 
terdiri atas Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien; dibentuk 
Komite Keselamatan Pasien yang mempunyai tugas dan wewenang yang 
jelas selain menjadi pengawas juga berwenang untuk mengatur dengan 
pengaturan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien. 
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2. Asas Keseimbangan 
a. Asas atau prinsip secara umum dapat dipahami sebagai dasar tumpuan 
berpikir dan berpendapat, dalam suatu  asas selalu terdapat pengertian nilai, 
pemahamanan terhadap nilai yang juga abtrak adalah sesuatu yang berharga 
untuk diwujudkan, untuk mewujudkan nilai diperlukan norma/kaidah 
b. Di dalam konteks hukum, asas hukum diperlukan sebagai dasar 
pembentukan kaidah/norma hukum, agar selalu sesuai dengan nilai-nilai 
hukum yang terkandung di dalam asas-asas hukum, yang selalu juga 
memberikan makna moralitas  terhadap kaidah hukum. 
c. Keseimbangan adalah salah satu keadaan yang menjadi dambaan dalam 
setiap keadaan, tidak mungkin selalu sama namun seimbang dalam 
kesetaraan, di mana dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tidak mungkin 
selalu sama, keseimbangan memberikan suatu solusi, dimana keadaan 
seimbang adalah menjadi pilihan. 
d. Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal 
dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam 
bidang hukum, pengertian asas keseimbangan dapat mengandung makna 
sebagai  kewajaran, kebersamaan, persaudaraan, keserasian, harmonisasi, 
dan perlindungan yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan 
jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dalam 
tatanan komunal.  
e. Asas kemanfaatan mempunyai nilai di mana adalah wajar apabila tidak 
dapat memberikan kebahagian sebesar-besarnya kepada setiap orang, namun 
 108 
 
hanya dapat menberikan sebanyak-banyaknya kebahagian kepada sebanyak-
banyaknya orang, dalam arti bahwa tidak semua orang dapat menjadi 
bahagia atas diwujudkannya nilai dari asas kemanfaatan. 
f. Asas kepastian hukum mengandung nilai yang pada intinya hendak 
mengajarkan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh 
otoritas negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian 
hukum dan itulah yang disebut hukum dalam artian sesungguhnya. 
g. Asas Pengayoman ini adalah asas khas bangsa Indonesia sesuai dengan cita 
hukum Pancasila, menjadi asas yang sering digunakan di dalam 
pembentukan perundang-undangan, di mana keseimbangan antara asas 
kepastian hukum dan asas keadilan hukum menjadi tujuan utama 
pembentukan hukum untuk mengayomi manusia dari kesewenang-
wenangan. 
h. Asas Keseimbangan dikaitkan dengan asas kemanfaatan adalah wajar 
apabila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dapat 
memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya 
orang sesuai dengan kepentingan para pihak. 
i. Asas Keseimbangan dikaitkan dengan asas kepastian hukum dimana adalah 
berharga diwujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam 
pengaturan yang berkepastian hukum dalam bentuk hukum positif yang 
berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu. 
j. Asas Keseimbangan dikaitkan dengan asas pengayoman, dengan 
pemenuhan antara kepastian hukum dan keadilan hukum membentuk 
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keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan 
agar tercapai keserasian dan keharmonisan. 
3. Perlindungan Hukum Pasien Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan 
a. Perlindungan Hukum Pasien secara normatif selalu berkaitan erat dengan 
pelaksanaan dari hak dan kewajiban pasien di dalam pelayanan kesehatan 
perorangan di sarana kesehatan oleh tenaga kesehatan, yang salah satu 
unsurnya adalah keselamatan pasien yang telah mendapatkan pengaturan 
hukum dalam bentuk permenkes tentang standar keselamatan pasien dan 
standar hak pasien dengan kewajiban dibentuknya komite keselamatan 
pasien di setiap rumah sakit. 
b. Asas keseimbangan adalah asas utama dalam pembentukan perundang-
undangan sebagai dasar dari nilai mewujudkan hak dan kewajiban untuk 
terbentuknya peraturan hukum yang sesuai dengan kepentingan berbagai 
pihak dengan didukung oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan 
asas pengayoman. 
c. Perlindungan hukum pasien dengan dibentuknya pengaturan hukum 
keselamatan pasien sesuai dengan Standar Keselamatan Dan Standar Hak 
sejalan dengan kewajiban dibentuknya Komite Keselamatan Pasien disetiap 
rumah sakit yang didasari oleh asas hukum keseimbangan dengan didukung 
oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman, 
memberikan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan 





B. SARAN  
1. Agar pembentuk perundang-undangan selalu memperhatikan kepentingan 
perlindungan hukum pasien dengan selalu melakukan revisi produk hukum 
yang berkaitan dengan keselamatan pasien secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan, karena dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Kedokteran penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan 
menjadi semakin berkembang, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan 
keselamatan pasien juga perlu ditingkatkan yang norma-normanya 
diselaraskan dengan asas keseimbangan, asas kemanfaatan, asas kepastian 
hukum dan asas pengayoman. 
2. Agar semua lembaga pengawasan penyelengaraan pelayanan kesehatan 
perorangan selalu waspada mengawasi perlindungan hukum pasien cq 
keselamatan pasien dalam setiap lembaga pelayanan kesehatan di semua 
sarana kesehatan, karena sekecil apapun tindakan kedokteran selalu 
terdapat resiko baik besar maupun kecil yang dapat saja merugikan pasien 
baik secara materiil maupun imateriil yang mengganggu kelangsungan dan 
kenyamanan hidup pasien sebagai pemenuhan dari penghargaan terhadap 
nilai asas keseimbangan yang didukung oleh asas kemanfaatan, asas 
kepastian hukum dan asas pengayoman. 
3. Agar Komite Keselamatan Pasien di setiap rumah sakit bekerja secara 
optimal dan seksama dalam memberikan perlindungan hukum pasien yang 
berkaitan dengan keselamatan pasien dalam pemenuhan hak dan kewajiban 
masing-masing pihak, karena sekecil apapun kerugian yang diderita oleh 
pasien selalu dapat membawa dampak yang cukup besar bagi kesehatan 
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fisik, psikis, spritual yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan 
ekonomi pasien yang dapat mengganggu perwujudan dari nilai-nilai asas 
keseimbangan yang didukung oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum 
dan asas pengayoman. 
4. Agar pasien selalu sadar dan memahami hukum bahwa dalam semua 
hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan 
perorangan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai 
perlindungan hukum pasien, karena semua pengaturan hukum kesehatan 
selalu mengedepankan dasar hukum yakni asas keseimbangan dengan 
dukungan tiga asas pendukung lainnya asas kemanfaatan, asas kepastian 
hukum dan asas pengayoman, demi kepentingan pasien, sarana kesehatan 
dan tenaga kesehatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
